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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa, rehabilitasi anak di lembaga pemasyarakatan berdasarkan hak-
hak anak belum diberikan sepenuhnya. Narapidana anak yang menjalani 
rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman seperti yang diatur 
didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan telah diberikan haknya selama menjalani proses pidana 
kecuali,Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak. Hal ini disebabkan karena belum ada Lembaga Pemasyarakatan Khusus 
Anak di Yogyakarta. 
Berdasarkan hasil penelitian,Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman 
memberikan solusi waktu kunjung keluarga yang lebih banyak kepada 
narapidanaanak, sebagai pemenuhan dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan 
pembinaan secara psikis, guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa 
pertumbuhan dan perkembangannya.Dengan demikian maka, rehabilitasi anak 
yang menjalani proses pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman 
dapat menggangu psikis anak dalam proses perkembangannya karena tidak 
ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. 
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B. Saran 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka penulis memaparkan 
saran sebaiknya pemerintah membentuk lembaga pemasyarakatan khusus anak 
sehingga narapidana yang menjalani proses pidana tidak ditempatkan dilembaga 
pemasyarakatan dewasa. Apabila terdapat keterbatasan dalam pengadaan lembaga 
pemasyarakatan khusus anak maka penulis menyarankan sebaiknya dilakukan 
pemisahan sel anatara narapidana anak dengan narapidana dewasa.Penulis 
menyarankan dilakukan sosialisasi bagi para petugas lembaga pemasyarakatan 
agar melalukan pemisahan terhadap narapidana anak dengan narapidana 
dewasa.Dengan demikian hak-hak anak yang sedang menjalani proses rehabilitasi 
dapat dipenuhi. 
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